
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Open
 
Penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi terhadap
tersangka yang melarikan diri = investigation and prosecution on
corruption act against the fleeing suspects
Rahmat Sori S, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20166941&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui

keberadaanya sejak proses penyidikan, berdasarkan fakta empiris dapat dipastikan akan dilakukan dengan

persidangan in absentia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur

tentang diperbolehkannya melakukan pemeriksaan persidangan serta memutus perkara tanpa kehadiran diri

terdakwa. Namun, ketentuan ini dipahami oleh penyidik dan penuntut umum sebagai ketentuan yang juga

memperbolehkan dilakukannya penyidikan dan penuntutan tanpa harus menemukan tersangka yang telah

melarikan diri serta memeriksanya. Ketentuan ini pun dipandang berbeda oleh hakim yang memeriksa

perkara, di mana ada hakim yang setuju untuk memeriksa dan memutus perkara yang tersangkanya tidak

diperiksa selama tahap penyidikan, dan ada juga hakim yang menolak untuk memeriksa perkara tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan

didukung oleh data primer berupa wawancara dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang

tersangkanya tidak pernah diperiksa selama penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan

tahap pemeriksaan di pengadilan.

<hr>Based on empirical fact, the settlement of corruption act, in which the defendant has fled and his

existence has been unknown since the investigation process is conducted, can certainly be done in the trial in

absentia. Provision of Law No. 31 of 1999 replaced by law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Act

regulates the permissibility in conducting hearings and decides the case in absentia. However, the provision

is also understood by the investigators and prosecutors as the provision that allows an investigation and

prosecution without having to find a suspect who has fled, and investigate him. This provision is viewed

differently by judges who examine cases in which there are judges who agree to examine and decide the

case where the suspects are not checked during the investigation stage, and there are also the judges who

refuse to examine the case. The result of research conducted by the normative method that used secondary

data sources and supported by primary data in the form of interviews could be concluded that corruption

crimes in which the suspect was never examined during the investigation could not be proceeded to the

prosecution stage and the stage of investigation in court.
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